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KEPUTUSAN KEPAI,A DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAEIUPATEN BADUNG

NOMOR: lOTAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOI,A LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KAI}UPATEN BADUNG

KEPAI-A DINAS PEKER.IAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi merupa.kan
persyaratan yang mendasar dalant rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan
akuntabel;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungiawabkan perlu didukung dokumentasi yang
lengkap, alurat, dal faktual;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (21 Peraturan Bupati
Badung Nomor 42 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman
Pengelotraan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu
adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor
99 /O49 /HK/2019 tentang Pengelola l,ayanan Informasi
Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelotra

Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam
melaksalakan tugasnya dipandalg perlu untuk dibantu
oleh Petraksana Teknis/Administrasi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan
Kepala pitr"" Peke{aan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung tentang Penetapan Petraksana
Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Infonnasi dan
Dokumentasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Badung.

: l. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 200E tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Mengingat
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3. Undalg - Undang Nomor 25 Tahun 2O09 tentang" P;;;;rt Publik (Lmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O09 Nomor 112, Tamba-?ran kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang - Undaag Nomor 12 Tahun 2o11 T1319
Pembentukan Peraturan
{Ie mbaran Negara RePublik
82, Tambahan Irmbarax
Nomor 5234);

Perundang undangan
Indonesia Tahun 201 I Nomor
Negara RePublik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
- p"-..iit^ft"tt Daerah (l'embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan Lembaran

fi"g"t" n"p"Ulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

tetrah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Unaang-UnOang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

at^" fittarog-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l'embaran Negara Republik

i.raott"slt Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan trmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang- p.frf.*.tt Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Irmbaran Negara

n;;;lik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99' Tambahan

ft-Ut.ttt Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

?. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang- 
p".""gt t Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahu; 2016 Nomor 144, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017- 
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Doku-dentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negen

dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O l7 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun

20 15 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2O Talun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016

Nomor 20, Tambahan lrmbaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 2O);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun
2020 tentang Anggraan Pendapatan dan Bel,anja Daerah
Tahun Anggaran 2O21;

12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2O14 tentang
Pedoman Pembentukal Keputusan Kepala Daerah;

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2O16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedomar Pengelol,aan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Badung;
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Keputusan Bupa.ti Badung Nomor 991049 /HK/ 2Ot9
tentang Pengelola layalan Informasi Dan Dokumentasi
Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan
ini.

T\rgas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID
Pembantu pada Dinas Pekeq'aan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU,
sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi:

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyarakat;

f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk
disampaikar kepada PPID.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Januari 2021

KEPAI,A DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANTG,

-V)''

/ rR. loR sacus sunva suAMsn. sr.Mr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720916 199703 I OO4

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan ini disampaikal kepada :

1. Bupati Badung Sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung
4. Kepala Bappeda Kabupaten Badung.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.
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IAMPIRAN KEPUTUSAN KEPAI,A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL :6JANUART2O2L
TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN KBANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS / ADMINISTRASI PPID PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BADUNG

1. Penanggung Jawab Umum

2. PPID Pembantu

3. Anggota

4. Staf Administrasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan
Ruang Kabupaten Badung .

Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Badung.

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan pelaporan.
2. Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawaian.

1. I Gede Sumardana
2. I Kadek Surya Putra, S.Kom
3. Rezky Gana Surya Maul,ana
4. I Gst Ngr Gd Parmadi, SH
5. Putu Krisna Rhabdagitara, SH
6. Kadek Silvia Ermayanti, SE.MM

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
;, PENATAAN RUANG,

,

ts
Pembina Utama Muda
NrP. 19720916 199703 1 004


